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PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR @ TAHUN 2014

~ TENTANG
| PENDAF”I‘ARAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMA’I‘ TUHAN YANG MAHA ESA
" BUPATI KARANGANYAR,

'bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

~ tentang Kepariwisataan dan beberapa Peraturan Menteri sebagai
peraturan pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendaftaran Usaha Par1w1sata

1.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan‘
‘Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan Prov1n81 Jawa
Tengah; : :

Undangﬁndarig Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 |

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

- Nomor 3984)

- Undang —Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernermtahan

Daerah (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang- -Undang Nomor 32 Tahun 2004 -

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 'I‘ambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesm Nomor 4844) '

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,
Kecil, Dan Menengah' (Lembaran Negara Republik Indone31a_

- Tahun 2008 Nomor 93, ’]‘ambahan Lembaran. Negara Repubhk
. Indonema Nomor 4866)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepar1w1sataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4966);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan o
' Peraturan - Perundang-unddngan’ (Lembaran Negara Republik
-~ Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara_, o
Repubhk Indone51a Nomor 5234), L e e _

'."”'f."f‘Peraturan Pemenntah Nomor ' 38 Tahun 2007 tentang S
" Pembagian = Urusan " Pemerintahan Antara = Pemerintah,
' Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemenntahan Daerah =
' Kabupaten/! Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RCPUbhk T
e Indones1a Nomor 4737), o Ry S v S
Peraturan Menten Kebudayaan Dan Panvwsata Repubhk_' L
- Indonesia Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang " Tata Cara - S
. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Benta Negara'f:- R
»:f}'Repubhk Indones1a Tahun 2010 Nomor 737), N TIPS

9. - _Peraturan Menten Kebudayaan Dan PanWlsata Repubhk ,
- Indonesia Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara’
" Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi (Benta Negara
~Republik Indonema Tahun 2010 Nomor 738), . |

- 10.- Peraturan Menten Kebudayaan Dan Panmsata Repubhk}_
" Indonesia Nomor PM87 /HK.501/ MKP/ 2010 ‘Tentang Tata Cara

" Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Mmuman (Benta o
a Negara Repubhk Indones1a Tahun 2010 Nomor 739), R

11 Peraturan  Menteri Kebudayaan dan Panmsata Repubhkz AR
~Indonesia Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara =
. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata (Benta Negara Repubhk AR

Indones1a Tahun 2010 Nomor 740), BN S

12, Peraturan Menten Kebudayaan Dan Parnmsata Repubhkﬁ'_. R
- Indonesia Nomor PM.89 /HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara .

‘. - Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata (Benta Negara};fﬁ P
L Repubhk Indone31a Tahun 2010 Nomor 74 1), : it

- 130 Peraturan Menterl Kebudayaan dan Panwmata Nomor' PR
- -PM.90/ HK. 501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
' .-Usaha Daya Tarik W1sata (Berlta Negara Repubhk Indone31a]:f. A
SR 'I‘ahun 2010 Nomor 742), e e v . e

14, Peraturan Menterl ' Kebudayaan Dan Panmsata Nomor e

-~ PM.91 /HK.501 / MKP/ 2010 -Tentang Tata  Cara Pendaftaran =
S Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreas1 (Benta' o
ijegara Republlk Indonesm Tahun 2010 Nomor 743), R

e v,_-»peraturan Menten Kebudayaan dan Parlvvlsata Nomor, SO
- PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran =~
. Usaha Jasa Pramuwisata (Benta Negara Repubhk Indonema‘j_‘{.x»

f;:-‘?,Tahun 2010 Nomor 744), o s

vv.:ffPeraturan Menten Kebudayaan dan Panmsata Nornor.l;»__._
-~ PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara - Pendaftaran]_‘;“-*;-’5"""
© - Usaha Jasa Penyelenggaraan_ Pertemuan, Peljalanan Insentif,
S ,’i‘{Konferenm ‘Dan Pameran (Benta Negara Repubhk Indonesm“ S
Tahun 2010 Nomor 745), S E T R T e




17. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor

- PM.94/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata (Berita Negara Repubhk
Indones1a Tahun 2010 Nornor 7 46] .

18, Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor
PM.95/HK. 501/MKP/2010 ‘Tentang Tata Cara Pendaftaran_
Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Berita Negara Repubhk
Indone31a Tahun 20 10 Nomor 747 ), v

19, Peraturan Mente!n Kebudayaan Dan Pariwisata _Ndiﬁbr
‘ PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran

Usaha Wisata Tirta (Berita Negara Repubhk Indones1a Tahun

2010 Nomor 748); y

- 20. Peraturan Menterx Kebudayaan dan Pammsata Nomor
PM.97/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Spa (Benta Ncgara Repubhk Indonesxa Tahun 2010
“Nomor 749), . B

| ‘ e 21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun

- 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan -

- ‘Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lcmbaran
o Dacrah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7), -

| 22 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 'I‘ahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar SR

Tahun 2013 Nornor 1).

Do | MEMU’I‘USKAN |

Méﬁetaﬁkaﬁ 'PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA .
I : BABI | | '

o KETENTUAN UMUM

. | Pasall |
" Dalam Peratiran Bupat1 xm yang dimaksud dengan -
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar o

- 2. Pemerlntah Daerah, adalah Bupati beserta Pcrangkat Daerah
‘ , sebaga1 unsur penyelenggara Pemermtahan Daerah. .

3. DPRD adalah Dewan Pcrwakﬂan Rakyat Daerah Kabupaten
- Karanganyar . L -

. 4 Bupati adalah Bupau Karanganyar
5. ‘Gubernur adalah Gubemur Provinsi Jawa Tengah
6. Provinsi adalah Prov1n31 Jawa Tengah | |



. Usaha adalah setlap tlndakan atau keglatan dalam bldang"‘;:.:.';z‘:_-

:*"'ﬂ,'perekonomlan ‘yang dllakukan untuk tu_]uan memperoleh ""'v:ff;::“
"f;_‘:»_-»keuntungan dan/atau laba SO TS N

. ’.;-PanW1sata ‘adalah berbaga.l macam keglatan Wlsata dan"» o

o didukung berbaga1 fasilitas serta layanan yang disediakan oleh-._.f:f“[vf

masyarakat pengusaha Pemenntah dan Pemermtah Daerah

. ‘-_Usaha panw1sata mehputl seluruh Jems usaha dalam bldang-,:_,

- usaha jasa perjalanan wisata, usaha penyediaan akomodasi,
<" usaha jasa makanan dan minuman, usaha kawasan pariwisata,

" usaha transportasi wisata, usaha pengelolaan daya tarik wisata,

usaha penyelenggaraan keglatan hiburan dan rekreasi, usaha

. jasa -pramuwisata, usaha jasa - penyelenggaraan pertemuan,

.. perjalanan - insentif, konferen31 ‘dan pameran, usaha jasa

" konsultan pariwisata, usaha Jasa 1nforma31 panmsata, usaha'..f.:fi:.‘.f:

o Jasa w1$ata tlrta usaha spa..

Badan ‘adalahi - sekumpulan orang dan atau modal yang__ : :

. merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

: : tidak melakukan usaha _yang : ‘meliputi perseroan terbatas,

- perseroan komandlter perseroan lamnya, ‘badan usaha milik

- Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, - -

- firma, - kongsi, kopera81 ‘dana - pensmn,  persekutuan,

o perkumpulan,v yayasan, orgamsam massa, organisasi . sosial
- politik, atau organisasi yang se_]ems, lcmbaga bentuk usaha
. tetap, dan bentuk badan 1a1nnya B

v.:"vﬁUsaha Jasa perjalanan Wlsata adalah penyelenggaraan b1ro
' "fﬁ’vpel:lalanan vnsata da.n agcn peljalanan vwsata T L

2. Usaha penyedlaan ‘akomodasi adalah usaha penyedlaanf?
R pelayanan penginapan untuk w1satawan yang dapat d11engkap1 e
©  dengan pelayanan parlwlsata lalnnya SR SRRy S

3. 'f'Usaha jasa makanan dan mlnuman adalah usaha penyedlaan

" ‘makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan -

- perlengkapan untuk proses pembuatan penylmpanan dan/ atau"‘ o
. .,Lf”;,penyapannya L - : R o

. ‘Usaha" kawasan ' panWlsata adalah usaha pembangunan“_

- dan/ atau pengelolaan kawasan untuk memenuh1 kebutuhan e

parlw1sata sesua1 peraturan perundang-undangan

. Usaha _]asa transporta31 w1sata yang selanjutnya dlsebut dengan‘ e
~usaha pariwisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk .
" kebutuhan dan keglatan panWlsata, bukan ‘_ angkutan‘ff”j'
”"”.V.fz.transportas1 reguler/umum BT | R

16. ;Usaha daya tarik wisata adalah usaha pcngelolaan daya tank} . '»
 wisata alam, daya tarik vnsata budaya, dan/atau daya tank
‘Wlsata buatan/bmaan manusia. S

Usaha penyelenggaraan keglatan h1buran dan rekreas1 adalah?f.mv

. usaha - penyelenggaraan keglatan berupa usaha seni ‘
R pertun_]ukan, arena permainan, karaoke, serta keglatan h1buran o

‘: dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk- panw1sata tetapi
SRS ndak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa..




18.

Usaha jasa p'ré.mumsata' adalah usaha penyediaan dan/atau
pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi

A - kebutuhan msatawan dan/ atau kebutuhan b1ro perjalanan -
. wisata.

0.

‘Usaha jasa penyelenggaraan péftémua'n, perjalanan irisentif,”
-~ konferensi, dan pameran yang: selanjutnya disebut usaha -
 pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan

sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan
dan -mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta

) _penyelenggaraan ‘pameran dalam rangka penyebarluasan
* informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala
o nasmnal reglonaJ dan mternasmnal v . v

20.

Usaha j jasa konsultan pammsata yang selanjutnya dlsebut usaha" -

-pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi .

. mengenai studi Kkelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha,

21,

’ penehtlan dan pemasaran d1 bldang kepanvvlsataan

Usaha j Jasa mformam panvsnsata yang selanjutnya d1sebut usaha' ) |

 pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto,

22,
£ " olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta

- 23,

video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang .~
- disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik. -

Usaha wiééta tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan -
jasa lainnya yang dikelola secara komersxal d1 peraJran laut |

pantai, sunga1, danau dan waduk.

Usaha spa yang selanjutnya disebut dengan usaha panmsata]v
adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan

‘metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-

rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas "

fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan

 tetap memperhatlkan trad1s1 dan budaya bangsa Indonesia..

24.
~ wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan

Wisata sungal, danau dan waduk adalah penyelenggaraan‘

prasarana serta jasa lainnya yang d1kelola secara komers1a1 dl'

- pera1ran sunga1, danau dan waduk

95,

o7,

28.
- fasilitas bersantai dan melanta1 dunngl musxk dan cahaya Iampu‘

Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyedlakan tempat_ :

- dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekream dan - |
"~ hiburan. . .

26.

Gelanggang seni adalah usaha yang menyedlakan tempat danj.,j
fasilitas untuk melakukan keglatan seni atau menonton karya

“seni dan/atau pertunjukan sem

Arena permaman adalah usaha yang menyedlakan tempat"‘
menjual dan fasxhtas untuk bermain dengan ketangkasan

Hlburan malam adalah usaha yang menyedxakan tempat dan

R ‘dengan atau tanpa pramuria. -

20,

Panti pijat adalah usaha yang menyedlakan tempat dan fasilitas
pemljatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. - .



- 30.

- 31,
32
~33.
o34
35,
 minuman dllengkapl dengan peralatan dan perlengkapan untuk

- 36.

Taman 'fékreaSi“_adaIah usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

‘Karaoke adalah usaha yang menyedxakan tempat dan fasﬂltas

mcnyanyl dengan atau tanpa pemandu lagu.

Jasa lmpresanat/ promotor adalah usaha pengumsan

penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan,
maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia
dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artxs o
dan/atau olahragawan yang bersangkutan. - :

'Restoran adalah usaha penyedlaan makanan dan minuman

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan, dan penya_uan di dalam 1 (satu]

‘tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. -

jRumah makan adalah usaha penyedlaan makanan dan .
minuman d11engkap1 dengan peralatan dan perlengkapan untuk

proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat o
tetap yang tidak berpmdah-pmdah . o

Warung lesehan adalah usaha penyedlaan makanan dan

proses penyimpanan dan penya_uan, di dalam 1 (satu) tempat
udak permanen ' .

Usaha - makanan lam yang bersﬁ'at moblle adalah usaha
penyedlaan makanan dan minuman dllengkapl dengan peralatan o
~dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajlan »

- dengan tempat yang berpmdah-pmda.h

14
- 38.
30

40.

41,

Bar/rumah minum adalah usaha penyedlaan minuman

- beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau

- penyajiannya, - di dalam 1 (satu) tempat tetap yang t1dak
vberpmdah-plndah o . .

Kafe adalah penyedlaan makanan ringan dan minuman ringan

dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk . proses
pembuatan, penyimpanan. dan/atau penyajiannya, di dalam 1
(satu) tempat tetap yang tldak berpmdah—pmdah .

Jasa boga adalah usaha penyedxaan makanan dan minuman ,v

yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk

proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk

4 dlsajlkan di Iokam yang dungmkan oleh pemesan.

Pusat penjualan makanan adalah usaha penyedlaan ternpat
untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan

- meja dan Kkursi. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan -
 angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pan\msata

bukan angkutan transportasi reguler/ umum, sesua1 dengan o

"ketentuan peraturan perundang—undangan

Angkutan kereta api wisata adalah penyedlaan angkutan kereta
api untuk kebutuhan dan keglatan pariwisata, bukan angkutan
transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan ~ : :



-

a2

_ Persmggahan . karavan ' adalah pcnyedlaan tempat untuk:',_ ;
© . kendaraan yang dllengkapl fasilitas menginap d1 alam terbuka‘; BN
o dapat dllengkap1 dengan kendaraannya DR R

Angkutan sunga1 dan danau Wlsata adalah penyedlaan angkutan PR
. sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata,
" _bukan angkutan transportasi’ reguler/umum, sesuau dengan
L ketentuan peraturan perundang—undangan PRI

';'f“;fAngkutan laut ‘domestik wisata adalah penyedlaan angkutan
" laut domestik untuk kebutuhan dan keglatan pariwisata, bukan =
' angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dcngan ketentuan BN

RS peraturan perundang—undangan o . S

o Angkutan Iaut 1nternas1onal w1sata adalah penycdlaan angkutan;; o
T laut 1nterna81ona1 untuk kebutuhan dan kegiatan panWlsata
- bukan angkutan ‘transportasi - reguler/umum, sesua1 dengan':_fj

. ketentuan peraturan perundang-undangan o

45, ,B1ro | per,]alanan ‘wisata adalah usaha penyedlaan Jasa ,3 b
o ’.bl,f‘;iperencanaan peIJalanan ~dan ‘atau Jasa ~pelayanan = dan -
- penyelenggaraan - panw1sata terrnasuk penyelenggaraan o
BN per_lalanan 1badah L L | T

4 TL:”»Agen pexjalanan \msata adalah usaha Jasa pemesanan sarana,
S seperti _perencanaan tiket dan pemesanan akomoda31 serta':‘{
o pengurusan dokumen peljalanan S S LT

47, Hotel ada.lah penyedlaan akomoda81 ‘secara harlan berupa: S
- kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dllengkapl
.~ dengan jasa: pclayana.n makan dan mlnum, keglatan hlburan.' -
,..j_':_{{dan/atau fas111tas lamnya ' o D R e e
"48. Bumi - perkemahan adalah penyedlaan akomoda31 d1 alam'_'f S
"“f.{.-»-:terbuka dengan menggunakan tenda St e T P

( Vila adalah penyedlaan akomodasr berupa kcscluruhanf."-iv‘,';-"
bangunan ‘tunggal yang dapat dllengkapl dengan fasﬂltas,
R keglatan hlburan serta fasﬂltas lamnya : L

e é"ijondok Wlsata adalah penyedlaa_n akomoda31 berupa bangunanj.i.”
- rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan = -

_ sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan =
. kepada wisatawan untuk bennterak31 dalam kehldupan seharl-*"?»
LR han pemlhknya o - L L

- 52. Pengusaha Parmnsata yang selan_]utnya dlsebut denganf‘;"f L

 pengusaha = adalah perseorangan ‘atau badan usaha yang =

- melakukan keglatan usaha panvmsata bldang usaha penyedlaan R
akomoda31 e e o - Lo

53 'Tanggal pendaftaran usaha panvnsata . adalah’-'- tanggal
R pencantuman ke dalam Daftar Usaha Parlvvlsata EREEE
- ‘-;‘,;Daftar Usaha Panvwsata adalah daftar usaha parnmsata bldang-:‘
- usaha penyediaan akomodasi yang berisi hal-hal yang menurut - -

"“*}‘Peraturan Mcnterl ini wapb d1daftarkan oleh setlap pengusaha

55

‘”Tanda Daftar Usaha Pan\msata adalah dokumen resmi yang
S _-»_membuktlkan bahwa usaha. parnmsata yang dilakukan oleh
o pengusaha telah tercantum d1 dalam Daftar Usaha Pariwisata.




B

v.""».'?v,'Usaha mIkTO adalah usaha produktu’ m111k perorangan dan/ atau.a:,.,; = y
R ‘f"}_badan usaha perorangan yang memenuh1 krltena Usaha Mlk]‘O

iUsaha Kecxl adalah usaha ekonoml produkuf yang berdln‘:_:fj_-;.-,.;j‘:‘
~sendiri, yang - dilakukan oleh orang perorangan atau badan .
- usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan .= -
. cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian =~
. baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah FECR
o atau usaha besar yang memenuhl knterla Usaha kec11

S 58, SKPD yang memb1dang1 pelayanan penzman yang selanjutnya'fj,f
R dlsebut BPPT adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati - -
:_dalam penyelenggaraan pemenntahan ‘daerah = di bidang " - o

R :;]pelayanan perizinan terpadu, yang dipimpin oleh seorang Kepala = -~
- *°_ Badan yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada‘_*;_}_i

o Bupatl mela1u1 Sekretaris Dacrah el

59. SKPD yang membxdang1 parnmsata dan kebudayaan yang SN
. f;‘;_,}'--selan_]umya dlsebut Dinas = Pariwisata dan Kebudayaanf.",gj,
merupakan unsur pelaksana otonomi daera.h ‘di - bidang - "
T pariwisata. dan kebudayaan yang d1p1mp1n oleh seorang Kepala - -
. - Dinas yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada‘v;

-’,“»:':‘Bupatl melalm Sekretarls Daerah R e

Pasal 2

L Pendaftaran Usaha Panw1sata dldasarkan pada asas kemanfaatan s
- Kkeserasian, . keadllan, k kepastlan hukum dan  ketertiban -
L ‘-:_,‘:_{;penyelenggaraan R . R D e

Pasal 3

F Tujuan dltetapkannya Peraturan Bupat1 ini adalah ST PE I R
~ a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyclenggaraan dan'
- pengelolaan usaha pariwisata; e

~b. menumbuhkan kesadaran pengusaha untuk tertlb admlmstrasiff.”;_ff’_'ﬁf---'5
. dalam pengelolaan usaha pariwisata; - : G
e mendorong pendayagunaan poten31 mdustn kepanvmsataan o
" daerah; : o L
d. sebagai pedoman bag1 pembmaan dan pengawasan atas-‘.‘if,""“ |
' penyelenggaraan usaha pariwisata; o
e.  menyediakan sumber informasi- bagl semua plhak yang A
o v_gj_berkepentmgan mengena1 hal hal yang tercantum dalam daftarr‘ :
-..‘,g'_fvusahapanWlsata Ul Tl e e T

B B T BAB 111 T e
BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISA'I‘A St

Pasa] 4

:, Setlap usaha panw1sata d1 Daerah Wa_]lb terdaftar dalam Daftar
S .‘:Usaha Panw1sata Daerah o R B

B1dang dan Jems Usaha Parmnsata yang Wajlb daftar usaha K
_ }’panmsata adalah sebagai berikut: . .
~ ‘a. Bidang Usaha Jasa Per_]alanan Wlsata mellpuu Jems usaha'

panmsata - T S




B 1) b1ro petjalanan Wlsata
R DAY _} 2 agenper;]alanan\msata o
b, B1dang Jasa usaha penyedlaan akomoda31 mehputl Jems;;u;v” -
SR Jems usaha hotel mehpu’a sub-;ems usaha i G
. va) hotel blntang, B v ‘ SRR
.. b} hotel non—blntang U
-2) bumi perkemahan, I
o 3) ”':persmggahan caravan; . .
- 5). pondokvwsata,v : o
16) akomodasi lain.. T il SRR
. ~Jenis usaha akomoda31 lam mehpuu sub-Jems usaha ARty
© a) motel. o A
o ‘.'_B1dang usaha _]asa makana.n dan mmuma.n mehputl Jenls'..f:'fjf,_’;.j
.~ usaha: e e Tl e T
o .'v'»v.'~1)._restoran D
_©- . 2) rumah makan, LT e
. 3) bar/rumah mmum o
kafe; - S R
: pusat Jajanan makanan,
- jasa boga;
_warung lesehan; - -
-~ 8) usaha makanan lam yang bersﬂ'at mob1le
" d. Bidang Usaha Kawasan Pariwisata; I AP
el Bldang usaha j jasa transporta31 msata mehputl jems usaha S
1) angkutan_]alan wisata; o RS
- * . 2) . angkutan kereta api \msata R U
' 3) angkutan sungai dan danau w;sata o L
- .~ f. Bidang usaha pengelolaan daya tank w1$ata mehputx Jems'
o i»,{,f"usaha , L
RSV B f‘pengelolaan pemandlan a1r panas alam1
pengelolaan gua; ’ ST
~ pengelolaan pemnggalan sejarah dan purbakala berupa R
“candi, keraton,prasastl pertllasan, dan bangunan kuno, TR
4) - pengelolaan museum; SRS
" pengelolaan pemukiman dan / atau hngkungan adat e
- pengelolaan objek ziarah; | . . R
* pengelolaan wisata alam, . AR
. pengelolaan wisata agro; S
. »‘.pengelolaan wisata air terjun - L .
~g. Bidang usaha penyelcnggaraan keglata_n hlburan dan rekreas1 L
's.;z-,_.?‘mehputl_]ems usaha: R P S . o
1) gelanggang olahraga,. T R S T
. Jenis 'usaha gelanggang olahraga mehputt sub—jems.»
AT ,usaha I e : . , R
o a) lapangan golf R
7 b) rumah bilyar; T
7 ¢) gelanggang renang, S
. d) lapangan tenis; :
- €) gelanggang bowhng, S e
-+ {). sub-jenis’ usaha gelanggang olahraga lamnya
- 2) gelanggang seni; - - _—
- . Jenis usaha gelanggang sem mehputx sub-Jenls usaha R
Lo .““Ta) sanggarsem,,, e R




\°
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@

:—l wh.

c) gedung pertunjukan sem,
d) sub-jenis usaha gelanggang seni lamnya

-3) arena permainan;

- Jenis usaha arena permaman mehputl sub-jems usaha

a) arena permainan;

- b) sub-jenis usaha arena perma,lnan lamnya

4). hiburan malam;
“Jenis usaha hiburan malam mehputl sub-Jems usaha
a) kelab malam;
b) diskotek;
. ¢) pub; ’
* d) sub-jenis usaha hlburan malam lamnya

- 5) panti pijat;

| e
.

Pengusaha jenis usaha biro péijalanan wisata berbentuk badan -

Jenis usaha panti meliputi sub-gems usaha:
~_a) panti pijat; -
. b) sub-jenis usaha pantx pl]at lamnya

o 6) - taman rekreasi;

. Jenis usaha taman rekreasi mehputl sub-_]ems usaha
. a) taman rekreasi; v
- b) taman bertema; ’
- ¢) sub-jenis usaha taman rekrea31 lamnya

7) karaoke,

'8) jasa 1mpresanat/prom0tor -

Usaha Jasa Pramuwisata;

~ Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Per_]alanan Insentif,

Konferensi dan Pameran;

. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
. Usaha Jasa Inforrna31 Panvnsata

Usaha Wisata Tirta;

~ Bidang usaha wisata tirta mehputx jenis usaha wisata sungax,

danau dan waduk yang meliputi sub-Jems usaha:
1) wisata arung jeram; ,
2) wisata dayung;

- 3) sub-jenis usaha vsnsata sungaJ, ‘danau dan waduk X

lainnya. -

. Usaha Spa -

I BAB v '
BENTUK BADAN USAHA PARIWISATA

Baglan Pertama ' .
- Usaha Jasa Per_lalanan Wisata

* Pasal 5

usaha Indonesia berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan
perundangan - : . :

Pengusaha jenis usaha agen perjalahan' ﬁnsatél dapat fneru’p' S

usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia
“berbadan hukum atau usaha perseorangan ‘sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan




| 24

Bagian Kedua
Usaha Jasa Penyedxaan Akomoda31

Pasal 6

(1) Pengusaha jenis usaha penyedlaan akomoda31 hotel dan motel
“berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum o

@ 'Pengusaha jenis “usaha E penyedlaan akomoda31 bumi

perkemahan, persinggahan caravan, dan villa dapat berbentuk

badan wusaha Indonesia berbadan hukum - atau wusaha
‘,'.'perseorangan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

h,undangan : ' S o o

. (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan’ akomodasi ,pbndOk‘

msata / guesthouse merupakan usaha perseorangan

- Bagian Ketxga o
Usaha Jasa Makanan dan Mmuman ‘ .

Pasal. 7

©Pengusaha jenis usaha jasa makanan dan minuman dapat

merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha

- Indonesia berbadan hukum atau *perseorangan sesua1 dengan_
s ketentuan peraturan perundang-undangan -

, Bagxan Keempat
Usaha Kawasan Panmsata

Pasal 8

‘Pengusaha kawasan parmnsata berbentuk bada.n usaha Indones1a

berbadan hukum

Baglan Kelima
Usaha J asa Transporta31 Wisata

Pasal 9

. Pengusaha Jems usaha jasa transportas1 Wlsata dapat merupakan
 usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia
‘berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Bag1an Keenam |
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 10

‘Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarxk msata dapat |

merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan . usaha
Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesua1 dengan "

s kctentuan peraturan perundang-undangan



I

ERSA Bag1an Ketujuh e
Usaha Pcnyelenggaraan Keglatan Hlburan dan Rekream
| S Pasal 11 ' ' Lo

o ‘- berbadan hukum

(1) Pcngusaha Jems usaha keglatan hlburan dan rekreas1 berupa SR
~» lapangan golf, - jenis usaha hlburan “malam dan jasa -
unpresanat/ promotor berbentuk badan usaha Indonesxa o

o 2) ,.'»:'{»’Pengusaha Jems usaha keglatan h1buran dan rekrea31 _|ems

~ usaha gelanggang olahraga lain selain lapangan golf jenis usaha -~
*gelanggang seni, jenis usaha arena permainan, jenis usaha panti -~

: pcraturan perundang—undangan AT

Bag1an Kedelapan ST T
Usaha Jasa Pramuwmata RTINS

Pasal 12

- pemndang—undangan

Baglan Kesembﬂan T
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, ) L
Per_lalanan Insentlf Konferen31 dan Pameran

Pasal 13

berbadan hukum

S Baglan Kesepuluh :
Usaha Jasa Konsultan Panmsata

Pasal 14

saha Indone31a berbadan hukum ’

o Baglan Kesebelas
Usaha Jasa Informa51 Parlvwsata

Pasal 15

lusaha Indonesm berbadan hukum

' pijat dan jenis usaha taman rekreasi dapat merupakan usaha
S ”;perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan’f{f' o
- hukum atau tidak berbadan hukum sesual dengan ketentuanf‘ S

‘ﬂ'_.jPengusaha bldang usaha Jasa pramuvwsata dapat merupakan usahaf:f“;'. L
. perseorangan - atau berbentuk badan usaha Indonesia. berbadan
* hukum atau usaha perseorangan sesua1 dengan ketentuan peraturan R

Pengusaha . ’v}jenls” usaha penyelenggaraan pertemuan, petjalanan i
- insentif, konferens1 dan pameran berbentuk badan usaha Indones1a'j’-;_j S

Pengusaha b1dang usaha Jasa konsultan panw1sata berbentuk badan’f;. :

;;:_'Pengusaha b1dang usaha _]asa mformam panmsata berbentuk badan . :
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o Pengusaha Jems usaha w1sata t1rta dapat merupakan usaha o
. perseorangan atau berbentuk ‘badan usaha Indonesia - berbadanj“
hukum atau usaha perseorangan sesua1 dengan ketentuan peraturan S

Baglan Kedua belas . :
Usaha Wlsata Tlrta

Pasal 16

o perundang-undangan

Baglan Ketlga belas
' Usaha Spa

Pasal 17

Pengusaha spa atau yang salah satu usahanya berupa spa dapat':.-
. merupakan usaha - perseorangan  atau berbentuk badan usaha =

- _ Indonesia berbadan hukum atau usaha perseorangan sesua1 dengan L

ketentuan peraturan pemndang‘undangan

OBYEK DAN TANGGUNG JAWAB .

| - Pasal 18

Pendaftaran usaha par1w1sata dllakukan pada setlap loka51

-: Khusus untuk Jenls usaha Jasa perjalanan w1sata, pendaftaran :
f.f.usaha par1w1sata dllakukan terhadap kantor dan/ atau gera1 IR

G o pendaftaran usaha par1w1sata dllakukan terhadap set1ap kantor
e

Khusus untuk _]énié usaha _]asa 1mpresar1at/promotor )

'Pendaftaran usaha par1w1sata dllakukan oleh pengusaha '_ L

Pendaftaran yang dllakukan terhadap hotel bum1 perkemahan, } :1
o _persmggahan ‘karavan, - vxla, ‘dan ‘akomodasi lain mencakup - -

o pelayanan parlw1sata lain yang dlselenggarakan oleh pengusaha

yang sama di lokasi yang sama merupakan fasﬂltas dan,"‘.:

- penyedlaan akomoda31 yang bersangkutan

R

. sesual

' vPelayanan par1w13ata laln sebagalmana dlmaksud pada ayat (5). : 
 berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan keglatan- s
- dan rekrea31 dan/ atau spa. R :

Pasal 19

Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mlkro atau kecil
: ‘dengan ketentuan peraturan perundang-undangan U
~ dibebaskan dari -
.+ usaha par1w1sata DR
@

- .dapat

~ keinginan sendiri. . . .

keharusan untuk melakukan pendaftaran

. Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mlkro atau kecﬂ'f
berdasarkan»

mendaftarkan = usaha - pariwisatanya :



@

@

Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengusaha yang
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). .

Pengusaha ~ perseorangan  yang tergolong usaha kecil -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengusaha yang
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima
puluh  juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

~tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil
~ penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua

“milyar lima ratus juta rupiah).

' BAB VI :
TATA CARA PENDAFVTARAN

Bagian Pertama
Tahapan

Pasal 20

Tahapan pendaftaran usaha par1w1sata mencakup

a.

b.
C.
d.
c

permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha par1w1sata
pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; :
penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;

. pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Pasal 21

- Seluruh tahapan pendaftaran usaha . panw1sata dlselenggarakan
. tanpa memungut biaya dar1 pengusaha o

(1)

Bagian Kedua
- Permohonan Pendaftaran

Pasal 22

Permohonan pendaftaran usaha 'v‘pariwisata diajukan secara
tertulis oleh pengusaha kepada Bupati melalul Pejabat yang

o berwenang

)

(3)

Pejabat yang berwenang sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)

adalah:-

a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk layanan
pendaftaran usaha pariwisata yang dilayani di Badan
Pelayanan Perxzman Terpadu sesuai ketentuan perundang-
undangan; '

~b. Camat lokasi dlmana usaha par1w1sata berada untuk

layanan pendaftaran usaha pariwisata yang dilayani di
Kecamatan sesuai ketentuan perundang—undangan

Permohonan pendaftaran usaha par1w1sata ‘disertai dengan

v dokumen



.
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b fotokopi  izin teknis - sesuai - ketentuan ~ peraturan -

‘perundangan antara lain :
1) Izin Lokasi atau Izin Pemanfaatan Ruang, ,,
2) Izin Mendirikan Bangunan;
'3) Izin Gangguan; dan/ atau
' 4) Izin teknis lainnya;

. c. fotocopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

‘d. untuk usaha penyediaan - akomodasi d1tambahx dengan

keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas =
penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah
kamar dan keterangan tertuhs pengusaha tentang fas1htas
~ yang tersedia;
e. untuk usaha kawasan vnsata dltambahx dcngan fotokop1
bukti hak atas tanah atau bukti lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

" f. untuk usaha daya tarik wisata ditambahi dehgan fotokop1 N

- bukti hak pengelolaan dari pemlhk daya tarik wisata. -

,Penga_]uan dokumen sebagalmana dimaksud pada ayat - (3) .
‘disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau
- memperllhatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi

sesuai dengan ketentuan peramran perundang-undangan

}Pengusaha Wa_]lb menjaxmn melalm surat pemyataan tertuhs o
_bermeterai cukup bahwa data dan dokumen yang diserahkan
‘'sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) adalah sah,

benar, dan sesuai dengan fakta

Pasal 23 .

PeJabat yang berwenang sebagazmana dlmaksud pada Pasal 22 ayat :
(2) memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha
pariwisata  kepada - pengusaha dengan mencantumkan nama

1)

@

dokumen yang dxtenma

Baglan Ketlga
Pemenksaan Berkas Permohonan

| -Pasa124 '

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22
ayat (2) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran
dan keabsahan  berkas permohonan- pendaftaran usaha
panmsata . . .

Apablla berdasarkan pemerlksaan sebagalmana dimaksud pada ,
ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran

usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran,
dan keabsahan, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud

pada Pasal 22 ayat (2) memberitahukan secara tertulis

kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha



(3) Pemerlksaan sebagmmana dxmaksud pada ayat ( 1) dan

pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

- kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima

Pejabat yang berwenang sebagalmana dlmaksud pada Pasal 22

. “ayat (2).

“)

Apabxla Pejabat yang berwenang sebaga:mana dlmaksud pada -

~ Pasal 22 ayat (2) tidak memberitahukan secara - tertulis

kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima,

permohonan pendaftaran usaha panWlsata dlanggap Iengkap,’ o

benar dan absah

g Baglan Keempat -
Dokumen Daftar Usaha Panmsata

Pasal 25

Pe_]abat yang berwenang sebagalmana dlmaksud pada Pasal 22 ayat
 (2) mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam -
' Daftar Usaha Pariwisata paling lambat .1 (satu) hari kerja setelah

50

- permohonan pendaftaran usaha pammsata dmyatakan atau dxanggap -
IR lengkap, benar dan sah., . ‘

Pasal 26

B . | Daftar Usaha Pan\msata berisi:

Coa.

~ b.  tanggal pendaftaran usaha pariwisata;

- c. |
S

e

nomor pendaftaran usaha pariwisata;

nama pengusaha;
alamat pengusaha; L ' -
nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk o
badan usaha; v

‘alamat lokasi dan/atau kantor dan/ atau geral,

merek usaha, apablla ada; : ' ’ :
untuk usaha jasa pctjalanan wisata ditambah dengan Jems

. .usaha jasa perjalanan wisata;
untuk usaha penyediaan akomodasx dltambah dengan Jems _

usaha penyedlaan akomodasi; :
untuk usaha jasa makanan dan minuman dltambah dengan ‘
jenis usaha jasa makanan dan minuman; :
untuk usaha daya tank vwsata dltambah dengan nama. daya '
tarik wisata; .
untuk usaha penyelenggaraan kegiatan hxburan dan rekreasi
ditambah dengan jenis usaha penyelenggaraan kcglatan hlburan 3

- dan rekreasi;

nomor akta pendman badan usaha dan perubahannya, ‘apabila
ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor -

- kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor
dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; L
keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhlran

' terhadap hal sebagaimana dxmaksud d1 dalam ketentuan huruf a | '

sampa1 dengan huruf n



.

@

(3)

kéterangan apabxla di kemudian han '}:terdap‘élt }péhﬁibekuan'
sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali

. pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran
~usaha panmsata : v v

Pasal 27

Daftar Usaha Pariwxsata dxbuat dalam bentuk dokuméri tertuhs
oleh Pejabat yang berwenang sebageumana dlmaksud dalamv-

Pasal 22 ayat 2.

Daftar Usaha Panw1sata sebagalmana dimaksud- pada ayat ( 1) _
setiap bulan wajib dlsampaxkan kepada Kepala Dmas Parmnsata
dan Kebudayaan o

Dinas- Panwxsata dan’ Kebudayaan menyusun Daftar Usaha

‘Pariwisata Konsolidasi = sebagai Informasi Daftar Usaha
Pariwisata di Daerah dan bahan Laporan Bupati tentang

Pendaftaran Usaha Pariwisata di Daerah kepada Gubernur
seuap 6 (enam) bulan. . _ _

: Baglan Kehma
Penerb1tan Tanda Daftar Usaha Panmsata

Pasal 28 ’

: Pejabat yang berwenang sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 22 ayat -

(2) berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam
Daftar Usaha Panmsata ' _ v

b
c.
d
e

o

v Pasal 29

| : Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:
: - a.

nomor pendaftaran usaha parmnsata

. tanggal pendaftaran usaha panmsata

nama pengusaha;

.- alamat pengusaha;

nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk
badan usaha; o o , . :
merek usaha, apabﬂa ada, '

~ untuk usaha jasa pexjalanan wisata dltambah dengan Jems |

usaha jasa perjalanan wisata; .

“untuk usaha penyediaan akomodasx ditambah dengan Jems‘

usaha penyedxaan akomodasi dan merek usaha, apabila ada;

untuk usaha daya tarik vwsata dltambah dengan nama da_n
“lokasi daya tarik wisata; =

untuk usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

- ditambah dengan j _]ems usaha penyelenggaraan keglatan hiburan - ”

dan rekreasi;
alamat lokasi wisata dan/ atau kantor dan/atau gerai penjualan;
nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila -

- ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor

- kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;



nama dan nomor izin tekms serta nama dan nomor dokumen :
lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

nama dan tanda tangan pe_]abat yang menerbitkan tanda daftar
usaha pariwisata; :

tanggal penerb1tan tanda daftar usaha panw1sata

PasaI 30

‘Tanda Daftar Usaha Panw1sata ‘berlaku sebagai bukti bahwa

pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

(1)

(2)

Baglan Keenam '
‘ Pemutakhiran Daftar Usaha Pamwmata

Pasal 31

Pengusaha wa_]1b mengajukan secara tertulis kepada Bupatl ’
melalui Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 ayat (2) permohonan' pemutakhiran Daftar Usaha
Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap
hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling
lambat 30 (tiga puluh) han kerja setelah suatu perubahan -
ter_]adl v :

Pengajuan permohonan pemutakhlran Daftar Usaha Pariwisata

- disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.

(3)
(4)
(5)

©)

{7)

Pengajuan dokumen penunjang sebagalmana dlmaksiid pada
ayat = (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan

i rnemperhhatkan dokumen aslinya.

Pengusaha wajib mcnjamm dengan membuat surat pernyataan
bermeterai cukup bahwa data dan dokumen yang diserahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

~adalah sah, benar dan sesuai dengan fakta,

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 |
~ayat (2) melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran

dan keabsahan berkas permohonan pemutakhxran Daftar Usaha
Pariwisata.

Apablla’ berdasarkanbpemerlk'saah sebagaimana dimaksud pada o
ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran
pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan,

kebenaran dan keabsahan, Pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) memberitahukan
secara tertulis kekurangan yang dltemukan kepada pengusaha

Pemeriksaan sebagalmana dlrnaksud pada ayat (5) dan.
pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata
diterima Pejabat yang berwenang sebagalmana dimaksud pada . -
Pasal 22 ayat (2). »



(8)

(9)

(10)

Apabﬂa Pe_]abat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
Pasal 22 ayat (2) tidak -memberitahukan secara tertulis
kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 {tiga) hari
kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata
diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata
dlanggap lengkap, benar, dan absah

Pejabat yang berwenang Sebagalmana dlmaksud pada Pasal 22
ayat (2) mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha
Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan
pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau
dianggap lengkap, benar, dan absah.

Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan,

- Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22

(11)

(12)

ayat (2) menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk
diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhlran ke
dalam Daftar Usaha Parlwxsata

Dengan . diterbitkannya 'I‘anda ‘Daftar Usaha Pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (10}, Tanda Daftar Usaha
Par1w1sata terdahulu dicabut dan dmyatakan txdak berlaku lagi.

Pengusaha mengembahkan 'I‘anda Daftar Parlwxsata terdahulu
kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang sebagaxmana
dimaksud pada Pasal 22 ayat (2). :

BAB VII

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

C )

_ Bagian Pertama ,
" Pembekuan Sementara

Pasal 32

Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata

~ apabila pengusaha:

)

(3)

a. terkena sanksi pembatasan kegiatan wusaha dan/atau
pembekuan sementara Kegiatan usaha sesuai dengan
~ketentuan peraturan perundang-undangan;
tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-
“menerus untuk Jangka waktu 6 (enam) bulan atau leblh

Tanda Daftar Usaha Par1w1sata tldak berlaku untuk sementara
apablla pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang sebagaimana

" dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas)

hari ker_]a setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). : .



(2) ,
- pariwisata disertai:
~a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah

@)

(4)

®)

(6)

{7)

¢+ Pasal33

(1) Pengusaha dapat mengajukan permbhdﬁan pengaktifan kembali

Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah: -

a. terbebas dari pembatasan kegiatan wusaha dan/atau
pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan
kfetentuan peraturan  perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a; :

b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali

kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam -
pasal 32 ayat (1) hurufb. - -

Pengajuan pcrmohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha

terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau
pembekuan sementara kegiatan - usaha sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a; ‘

. b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan

kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan
usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) hurufb. o : C

Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan
sesuai dengan fakta. ‘. : '

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22
ayat (2} melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran
dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar

Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.

Apabila b}crda'sarké'ln pemeriksaan sebagaimana ditnaks_ud pada
ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan
kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi

kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) memberitahukan
secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diselesaikan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) paling lambat dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan
pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.

Apabila Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pad'a'
Pasal 22 ayat (2) tidak memberitahukan secara tertulis
kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh -
satu) hari kerja  sejak permohonan - pengaktifan kemjbaliv
pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan
kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar |
dan sah. o



@

W

)

3)

(1)

()

(3) .

e

Pejabat yang berwenang sebagaiv_r‘nana_‘d‘irnaksud pada Pasal 22
ayat (2) mencantumkan - pengaktifan Tanda ‘Daftar Usaha
Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling

: Iambat. 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan
- kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap,
~ benar dan sah. I : : v

- (9) ’ _Berdasarkéh Daftar Usaha PariWisata yang telah diaktifkan

kembali, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada

Pasal 22 ayat (2) menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha

Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan
kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha
Pariwisata. ' ’

Bagian Kedua
Pembatalan -

Pasal 34 ‘

Bupati melalui Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 22 ayat (2) membatalkan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata apabila pengusaha: ,

a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai
- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-

menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih, atau;
c. membubarkan usahanya.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila
dibatalkan.

Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22
ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII | |
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 35

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pembinaan secara
berkala terhadap penyedia jasa kepariwisataan.

Dalam hal-hal téffentu' Dinas Pariwisata dan Kebudayaa'n dfapat
memanggil pengelola jasa kepariwisataan untuk dlbenkar} :
arahan. : ’ ‘

Dalam rangka ‘memotivasi agar penyedia jasa kepariwisat.aan
dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pfela_nggan, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemlalan terhadap‘

‘pengelola jasa kepariwisataan.

‘Dinas Pariwisata dan Kebudayaan _melakukan» pengawasan
dalam rangka pendaftaran usaha parnwisata.



: 9) Pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (4) dapat mehputl
pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan
kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 36
Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata, serta

pembinaan, pengawasan dan evaluasi bersumber dari Anggaran
‘ Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB X
PELAPORAN

Pasal 37

| 3-(1') Kepala ‘Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaporkan hasﬁv
pendaftaran usaha pariwisata konsolidasi kepada Bupati setiap
6 (enam) bulan sekali.

(2 Laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. untuk usaha j jasa perjalanan wisata: :

1.- Jumlah kantor dan/atau gerai penjualan per Jems usaha

2. Perubahan jumlah kantor dan/atau gerai penjualan

apabila dibandingkan dengan jumlah pada penode
pelaporan sebelumnya. dan

3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan

jumlah kantor dan/atau gerai penjualan sebagaimana

- dimaksud pada huruf d khusus dalam hal terjadi
pengurangan. :

b. untuk usaha penyediaan akomodasx
‘1. Jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan,
vila, pondok wisata, dan akomodasi lain per jenis usaha.
2. Jumlah kapasitas per jenis usaha.
3. Perubahan  jumlah hotel, bumi perkemahan,
 persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan
akomodasi lain apabila dibandingkan dengan Jumlah
‘pada periode pelaporan sebelumnya dan
4. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan
jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan,
vila, pondok wisata, dan akomodasi lain sebagaimana
~ dimaksud pada huruf c, ‘khusus dalam hal terJach
pengurangan : : :

c. untuk usaha makanan dan minuman:
1. Jumlah restoran, rumah makan, bar/ rumah minum,
kafe, pusat makanan ‘atau kantor Jasa boga per jenis
- usaha. . _
2. Jumlah kapa31tas per jems usaha
- 3. Perubahan jumlah restoran, rumah makan, bar/ rumah
- minum, kafe, pusat makanan, atau kantor jasa boga
-apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode
r pelaporan sebelumnya :



: 4. Penjelasan tentang  hal ’yarv;g ’rr‘_iényebabkan-f perubéhan :

jumlah restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe,
pusat makanan, atau kantor jasa boga sebagaimana
- dimaksud . pada huruf 4, khusus - dalam hal terjadi
' pengurangan . o

. untuk usaha kawasan pariwisata:

Nama kawasan pariwisata.

Lokasi kawasan pariwisata.

. Jumlah kawasan pariwisata. : .

Perubahan jumlah kawasan pariwisata apabila

dibandingkan dengan Jumlah pada perlode - pelaporan

sebelumnya.

5. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan
jumlah kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada
huruf 4, khusus dalam hal terjadi pengurangan

Bl ol ol

e. untuk usaha j Jasa transportas1 wisata:

1. Jumlah kantor per Jems usaha.

- 2. Jumlah kapasitas per jenis usaha. '

+ 3. Perubahan jumlah kantor dan/atau ‘kapasitas apabila

dlbandlngkan dengan _]umlah pada periode pelaporan

- sebelumnya. - - : _

4. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan
jumlah kantor dan/atau kapasitas - sebagaimana

- dimaksud paida‘ huruf 3, khusus dalam hal terjadi
pengurangan. ‘ : :

. untuk usaha daya tarik wisata:.

1. Nama daya tarik wisata.
2. Lokasi daya tarik wisata.
3. Jumlah daya tarik wisata.

. untuk usaha penyelenggaraan keglatan hlburan dan

- rekreasi:

1. Jumlah penyelenggaraan keglatan hiburan dan rekrea81
~ perjenis usaha.
- 2. Perubahan jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan
dan rekreasi apabila dibandingkan dengan Jumlah pada
» periode pelaporan sebelumnya
3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan ‘
jumlah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus dalam hal
terjadi pengurangan v |

1. untuk usaha jasa pramuw1sata .

1. Jumlah kantor. ‘
' 2. Perubahan jumlah kantor apabila dlbandmgkan dengan
_ jumlah pada penode pelaporan sebelumnya.
3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan
jumlah kantor sebagalmana dimaksud pada angka 2,
khusus dalam hal ter_]adl pengurangan

i. untuk usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan

" insentif, konferensi dan pameran
1. Jumlah kantor o



' 2. Perubahan jumlah kantor apabila dibandingkan dengan
jumlah pada periode pelaporan sebelumnya. - o
3 Penjelasan tentang hal yang ‘menyebabkan perubahan =
jumlah kantor sebagaxmana dimaksud ° pada angka 2,
“khusus dalam hal terjadi pengurangan

j- untuk usaha jasa konsultan panw1sata
1. Jumlah kantor.

- 2. Perubahan jumlah kantor apabﬂa dxbandmgkan dengan -

jumlah pada periode pelaporan sebelumnya. _

3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan

- jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2,

.}khusus dalam hal terjadi pengurangan '

k. untuk usaha j Jasa mformas1 par1w1sata
1. Jumlah kantor. ' ' B S
2. Perubahan Jumlah kantor apablla dlbandmgkan dengan |

jumlah pada periode pelaporan sebelumnya.

3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan

~ jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2,
khusus dalam hal terjadl pengurangan

1. untuk usaha w1sata tirta:
1. Jumlah kantor. »

2. Perubahan jumlah kantor apabila dlbandlngkan dengan_f
jurnlah pada periode pelaporan sebelumnya. .

3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan

- jumlah kantor sebagaimana dimaksud pada angka 2,
khusus dalam hal terjadl pengurangan

m. untuk usaha spa
| 1. Jumlah lokasi spa. - R
2. Perubahan jumlah Ioka31 Spa apablla dlbandlngkan:
" dengan Jumlah pada periode pelaporan sebelumnya. o
3. Penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan
jumlah lokasi spa sebagaimana dimaksud pada angka 2,
khusus dalam hal terjadi pengurangan. .

S BAB Xl e
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

’ (1) | Setlap pengusaha yang tldak memenuh1 ketentuan sebagalmana ;
~ dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Pasal 31 ayat (4) dan/atau
Pasal 33 ayat (3) dtkenal teguran tertuhs pertama. v

(2) Apablla dalam Jangka waktu 7 (tuJuh) harl kcrja setelah

diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Pasal

31 ayat (4) dan/atau Pasal 33 ayat (3), pengusaha dlkenal
v teguran tertuhs kedua. :



e
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Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan

teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Pasal 31 ayat

(4) dan/atau Pasal 33 ayat (3), pendaftaran usaha pammsata

dibekukan semcntara

Pasal 39

Set1ap pengusaha yang tldak memenuh1 ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dxkenal teguran tertuhs
pertarna

Apablla dalam _]angka waktu 30 (t1ga puluh) han kerja setelah

diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi
‘ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ’
’ pengusaha dxkenal teguran tertulis kedua

~ Apabila dalam Jangka, waktu 21 (dua puluh[ Satu) hari kelja

setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak

memenuhi ketentuan sebaga:nmana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (1), pengusaha dikenai teguran tertuhs ket1ga

Apabila dalam waktu 14  (empat belas) hari kcr_]a setelah ,
diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1),

pendaftaran usaha panWISata d1bekukan sementara

BAB p'e) GEE
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Izm Usaha Panwxsata yang - ‘masih berlaku dan telah dumhkx

- pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk
' sementara dlperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha

Pariwisata.

Pengusaha yang mcmnhkx Izm Usaha Panw1sata sebagaamana
dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan

pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar
- Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak

Peraturan Bupati ini d1tetapkan

 BaBxm
' KETENTUAN PENUTUP

Pasaldl

Pada saat berlakunya Peraturan Bupatl 1m maka semua peraturan
yang bertentangan  dengan Peraturan Bupatl ini dicabut dan
d1nyatakan tidak berlaku lag1 . S '



Pasal 42

Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar

Dﬂiteta‘pkan di Kafénganyar ,
pada tanggal, 20 February 2014
d‘BUPATI KARANGANYAR /

(2+ JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan Dengan
Pejabat . Paraf
Assisten Perekonomian,
Pembangunan dan Kesra

Kepala Dinas Kebudayaan dan ‘B

~ |Pariwisata

Kepala BPPT

Diundangkan di Karanganyar |
pada tanggal, #0. FePTVaTY | 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR



R Nomor dan tangga! pendaftaran*: 1: Yth ‘BUPATI Karanganyar

B Alamat Tempatnggal

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

ooooooooo

E vf’_"'vTENTANG PENDAF’I‘ARAN USAHA -
~ PARIWISATA - o

A FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN f S -ﬁ[ S
WISATA |

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PERJALANAN WISATA
Kepada

Melalun BPPT .

: ,Nomor

' KARANGANYAR .

_.Ta_nggal"f' S

"‘;“Dengan hormat e T T T
© Yang bertanda~tangan dl bawah |n| B B

Bentuk Usaha -'_' o : Badan Usaha/ Perorangan (BPW Berbadan Hukum)‘:-‘.f:
..Iabatan T

. Alamat Kantor/ Gera| Penjualan S 'v R R ' s SR
. Berdasarkan Peraturan Menterl I(ebudayaan dan Panwnsata PM 85/ HK 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Carav;' .

S Pendaftaran- Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor....;..;..."...’.;.,...tentang

i Wnsata, jenis usaha

S 'dllegallsw sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara Ialn e

A (Beri tanda snlang pada p'l'ha")

fPendaftaran Usaha Panwnsata dengan ini kaml mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan R

‘Biro Perjalanan Wlsata o
S Agen Perjalanan Wisata- - -
L (Ben tanda snlang pada plllhan Jenls usaha)

Untuk melengkapn permohonan tersebut bersama ini kaml sampaikan pula Iamplran lamplran yang telah

o Fotokopl . S ' i
1 Akte Pendman badan usaha yang berbadan hukum (BII'O Perjalanan Wtsata) - -
Akte pendman badan usaha atau Kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan (Agen ,
_ Perjalanan Wlsata) Sl : T , _ S
Fotokopl |zm tekms‘sesual peraturan perundang-undangan

’ Dokumen !mgkungan hldup sesual peraturan perundang-undangéln':";.: v’:::v; o
. UKL—UPL S : R —

SPPL

. '-'_Terlamplr Juga kaml sampalkan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kaml serahkan SR
j:»,tersebut _ , S B - |
: f:ijemlk:an Surat Permohonan ini kaml buat dengan sebenarnya dan apablla d: kemudlan han temyata'_}
vk8terangan keterangan tersebut tidak benar, maka kaml bersedla menerlma sank51/ dltuntut sesuan dengan‘ff:ﬁ L
”-ﬁpefaturan perundang—undanganyang berlaku T E T P v SR

............................................

Pemohon, S "

Meteran L
Rp 6000-» P

. Tanda Tangan dan Nama Jelas o

* diisi petugas




- v_f_TanggaI

o ;,j,b Nama
BTSN Alamat Tem pat nggal

o Jabatan 5"',.:

1. Fotokopu

o 2 Fotokopn izin teknls sesuai peraturan peruhdang—undangan i

n R

‘B, ‘ FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYEDIAAN
AKOMODASI T

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFFARAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODAS!

- Nomor dan tanggal pendaftaran*: .. - ..~ - Yth 'BUPATI Karanganvar
‘ Pl BT e e e e MelalutBPPT A

Nomor SR R
"'”»ngARANGANYAR;  S

‘:"Dengan hormat o SRR
Yang bertanda-tangan dl bawah ini YQ '

o ea eel Lo

B Badan Usaha/ Perorangan (Hotel Motel Berbadan

L ‘Bentuk Usaha b
o e Hukum, Pondok Wlsata Perorangan)

S Nama Perusahaan

“ Lokasi UsahaAkomodaS| SRR A SR R o : R L N
' '_'Berdasarkan Peraturan Menterl Kebudayaan dan Panwnsata No PM 86/ I-IK 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara »‘ -
= Pendaftaran Usaha Penyedlaan Akomodasi - dan Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor....’ ...... '-‘...’.."..L...tentangfj-ff
e Pendaftaran Usaha Parnw:sata dengan ini kam: mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyedlaan .
Akomodasn Jenlsusaha R TR : g L TR AT
' Hotel dengan sub-jenls
Hotel Bintang :
v Hotel Non-Blntang o
’ .Buml Perkemahan R SR
E »Persmggahan
KaravanVﬂla B S
" PondokWnsata RN R
- i'Akomoda5| Iam, e i
o Motel‘ " : v U
- (Berutanda sllang pada plllhan jents/ sub-jenls pengelo!aan usaha) o R g
' Usaha akomodam yang kaml a Jukan memlllkl kapas:tas kamar dengan fas:lltas penunjang berupa

Untuk melengkapl permohonan tersebut bersama ini kaml sampa:kan pula Iamplran Iamplran Yang telah"_vf':j"-,.'v-' L
’fdllega]lsw sesual dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara Iam } AN

R Akta pendlrian badan usaha berbadan hukum Indonesua (Hotel/ Motel)
L Akta Pendman Badan Usaha (Selam Hotel dan Motel) REREEP e BRI v
' Fotokopl kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan (Pondok Wlsata) . " .

o (Ben tanda snlang pada pifihan) -

_{mB

,;Ho}?py_

N SITU :
(Ben tanda snlang pada p:hhan) o . L

C30 Dokumen Imgkungan h:dup sesuaa peraturan perundang-undangan

oL ek AR _
SPPL




s

(Beri tanda silang pada plllhan)

Terlampir juga kamr sampalkan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kaml serahkan' :
tersebut, -
Demikian Surat Permohonan ini kaml buat dengan sebenarnya dan apabxla di kemudnan hari ternyata

keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedla menerima sanksu/ dltuntut sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemohon,

Meteral
Rp. 6,000,-

, _ Tanda Tangan dan Nama Jelas
* diisl petu'gabsi ' o



.

* C. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

'FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA MAkANAN DAN MINUMAN

v o S - Kepada _
Nomor dan tanggal pendaftaran*: =~ o " Yth. BUPATI Karanganyar
_ S . : ‘ - Melalui BPPT"
Nomor :... o
» | : » | - di- o
. Tanggal............ ; : R o . KARANGANYAR
Dengan hormat yang bertanda-tangan di bawah |n|,
- Nama : o SR ol
AIamatTempatnggaI . . L
. Bentuk Usaha o ~ . :BadanUsaha/Perorangan
'Nama Perusahaan | ' ' . -
Jabatan - -

LTI )

- Lokasi Usaha
~ Lokasi Kantor (khusus untuk Jasa Boga) : G e ‘
" Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Panw:sata No PM. 87/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara
. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor...eesecanne tentang
~ Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan
o Mmuman jenis usaha R

; Restoran, ;umlah kursi e . FER buah”. s
Rumah Makan, jumlah kursi ' i L buah
Bar/ Rumah Minum, jumlah kursn o '» . , ~ buah -
Kafe, jumlah kursi o : . buah
Pusat Makanan, jumlahstand s puah
“Jasa Boga, jumlah kapasitas produksr/ pack T : ] buién

= (Beri tanda snlang pada pilihan jenis usaha)

~ Untuk melengkapl permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula Iamplran-lamplran yang telah
. dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain: L
1. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopiizin tekms sesual peraturan perundang-undangan ’ :

- s | | | , -
v s B I N

, (Beri tanda sslang pada pxhhan) o
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan I
UKL-UPL : ’
SPPL

.~ (Beri tanda snlang pada palahan) T :
R Terlampir juga kamu sampankan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kamn serahkan

‘tersebut.
Demikian Surat Permohonan ini kaml buat dengan sebenarnya dan apablla di kemudian hari ternyata
keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kaml bersedla menerima sanksn/ dttuntut sesuai dengan _

- peraturan perundang-undangan yang berlaku

.....................................................

Pemohon

Mete_réi. S
Rp.6.000,{ =

‘Tanda Tangan dan Nama Jelas -

* diis petugas



PanWIsata :

: N

D FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN

PARIWISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA KAWASAN PARiWISATA

Yth

Yang bertanda-tangan dl bawahml B

- Nama. L
Alamat Tempat Tlnggal B
Bentuk Usaha o
 Nama Perusahaan
Jabatan ~

 Lokasi Kawasan Panwusata ':- . ;1 TIPS

‘Lokasi berada dl antara PropmSI

Mela!m BPPT »

S BadanUsaha BerbadanHukum ::.{, Y

Kepada : SRR
BUPATI Karanganyar E

Y2, PrODINST woos v [ dan Propmsn e .v SRR

- Lokasi Berada dlantara Kabupaten/ Kota: -

Ya, Kabupaten/ Kota eetainiean, dan Kabupaten/ Kota :" i
Alamat Kantor Pengelola ' - ‘

Berdasarkan Peraturan Menterl Kebudayaan dan Panmsata No PM 88/ HK 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara

Pendaftaran Usaha I(awasan Pariwisata - dan Peraturan Bupati - Karanganyar Nomor....‘..’.'.‘...."....‘.....tentang": .__:
Pendaftaran Usaha Panwnsata dengan |n| kaml mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Kawasanﬂ;._“'_ L

Untuk melengkapl permohonan tersebut bersama ini kaml

2. Fotokopl buktl hak atas tanah dan

sampalkan pula Iamplran Iamp:ran yang telah s FAEO
d:legahsnrsesualdengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara Ialn j R LR

1. Fotokopl akta pendman badan usaha kawasan panwnsata, t;_’ L

. 3. Fotokopt izin tekms sesual peraturan perundang—undangan

IMB !

| HO

SITU

(Ben tanda snlang pada p:hhan)
4 Dokumen AMDAL ' :

Terlamp:r juga kamt sampmkan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kamx serahkan

tersebut. o

Demiklan Surat Permohonan ini dlbuat dengan sebenarnya dan apabﬂa dl kemudtan han ternyata keterangan- v
keterangan tersebut tidak benar, maka kam: bersedla menerlma sankm/dntuntut sesua: dengan peraturang*
perundang—undangan yangberlaku ' L e Lo : e R

* diisi petugas

Meteral
Rp 6 000 S

TandaTangan dan ‘Nama Jelas o



" E. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA T RANSPORTASI

- 3 " Dokumen lmgkungan hldup sesuai peraturan perundang—undangan

' Nomby dan tanggal pendb'afta'rai)f:}; ST

Nomor :...

: Dengan hormat,' st

‘Nama . A Ll e T
'AlamatTempatT‘nggal R T A R

' Jabatan
: Alamat Kantor

- Berdasarkan Peraturan Menten Kebudayaan dan Parlw:sata No PM 89/ HK 501/ MI(P/ 2010 tentang Tata Cara N
-Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata dan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor,..5'..;...;.;'...,-....tentang'f_
.'Pendaftaran Usaha Panwasata dengan ini kaml mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasr: S

. Wlsata, jems usaha ’ ' SR S : . N,

Untuk melengkapl permohonan tersebut, berséma ini kaml sampa:kan pula Iamplran Iamplran yang telah
',dllegahsnr sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

»2. Fotokopl mn tekms sesualperaturan perundang-undangan' S

R i (Ben tanda snlang pada pillhan) - : o ' e s k
. Untuki :zm tekms pengoperasian transporta5| w15ata akan kaml Iamplrkan kemudlan setelah permohonan

' WISATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA TRANSPORTASI W!SATA

Kepada
Yth BUPATIKaranganyar R TR
MelaluiBPPT: .

.. ' KARANGANYAR

Yang bertanda-tangan dl bawah |m ‘ b

Bentuk Usaha :

© ibadanUsho/peoramgan
Nama Perusahaan ' e T e

: Unit dengan kapa’sitas ;;,..;

» .LQ.’ Unit, dengan kapasntas"".v,’.','..*.i: o
| i unit, dengan kapasutaS‘.....; s
Angkutan laut domestnkwnsata j .  . : o L : ’ Umt dengan kapasntas

, Angkutan jalan W|sata

"_:'Angkutan Kereta Api W:sata L

Angkutan sungal dan danau wnsata

- 'Angkutan laut international wisata - Umt dengan kapasntas ‘.’;".;
(Berltanda sﬂangpada pilihan jenis usaha) B : -

 fotokopi akta pendman badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan -

f e kaml dapat dlsetUJUI dan memperoleh tanda daftar usaha panw:sata sebagal dasar pengurusan |zm tekms/ o
pengoperasnan dari instansi yang bemenang = ; . _ L

| ukiupL la;_w,»:.,
o IseeL .
i (Ben tanda srlang pada plllhan)

. "'-Terlamplr juga kamn sampalkan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kaml serahkanl_- .

. .tersebut

R Demlkxan Surat Permohonan ini dubuat dengan sebenarnya dan apab:la dn kemudlan han ternyata keterangan-“ f e

S keterangan tersebut tidak benar, maka kaml bersedla ‘menerima’ sanksn/ dltuntut sesual dengan peraturan' R

perundang-undangan yang berlaku

: Pemohbn; B ,‘:‘_, R

- | Rp.6.000, L

Tanda Tangan dan Nama Jelas



v,'._;Jabatan R
 Lokasi Daya Tank W:sata

' F. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAF’I‘ARAN USAHA DAYA 'T‘AR:IK, EEE

WQM@WM
, S ERCRSENIL Kepada: - 7 oo o
R 'Nomordan tanggal pendaftaran* PR RV Yth 'BUPATI Karanganvar TR

: . : Vet Melalun BPPT

v Nomor. M

RS S KARANGANYAR ST

Ta nggal

L Dengan hOrmat o
 Yang bertanda-tangan di bawah Inl
‘Nama S
S AlamatTempatnggaI D T S Y TP
. BentukUsaha: = . +°° : Badan Usaha/ Perorangan- = -":-
Nama Perusahaan T S

Lokas: berada da antara Prop:hsl o TR R
:Ya_si - PIOPINS! covrrsnivsinmsisnsisrns 43D PPOPINSE i

Tldak ‘

.~ Lokasi Beradadlantara Kabupaten/Kota LT e e
e _Ya':‘._fii;‘ Kabupaten/ Kota et taseaseene dan Kabupaten/ Kota ...............

] idak

T Alamat Kantor Pengelola

- Berdasarkan Peraturan Menteh Kebudayaan dan Panwwata No PM. 90/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cora

L ;‘ :”‘ : 4 Dokumen Imgkungan h:dup sesuas peraturan perundang-undangan

. Pendaftaran _Usaha Daya Tarik Wisata dan: Peraturan Bupati Karanganyar Nomor..;..;;;..‘;; ......... tentang','5’”’,.,'.f‘»
* Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarlk Wlsata Sl
- jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, sub jenis pengelolaan. e T S
| Pengelolaan pemandlan air panasalam: R R _»Pengelolaan museum R
Pengelolaangua. o || Pengelolaan pemuklman dan/ atau
Pengelolaan pemnggalan sejarah dan . .- lingkungan adat. - o L
“purbakala berupa cand, keraton, prasastl [:] ’Pengelolaan objek znarah R T
| pertllasan dan bangunan kuno. S B
(Beri tandasﬂang pada plhhan sub-jems pengelolaan usaha) : Lo : S
Untuk me!engkapl permohonan tersebut bersama ini kamu sampalkan pula lamplran-lampiran yang te!ah
fdllegallsu' sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain: T
1. Fotokopi akte pendirian perusahaan atau Fotokopi KTP bagl pengusaha perorangan LT
2. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarikwisata - - e
3. Fotokopl izin teknis sesualperaturan perundang-undangan e T
ol v S T
i .Ho
A ] s o
(Berl tanda snlang pada plhhan)

UKL—UPL

o SPPL LT
o (Ben tanda sﬂang pada plllhan) SR SR e v L
' Terlamplr juga kaml sampalkan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kaml serahkan I,

. tersebut.

vDemlklan Surat Permohonan ini dlbuat dengan sebenarnya dan apablla ds kemud:an harl ternyata keterangan-  :.: "
- keterangan- tersebut tldak benar, maka kami. bersedla menerlma sanksn/dltuntut sesual dengan peraturan
’perundang-undangan yang berlaku o S S v

------ § "escstsvanacan seenveacnn . . :

1 Pemohon,

Meteral S
Rp 6.000]




© G. FORMAT  FORMULIR

PERMOHONAN PENDAFTARAN “ USAHA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI TR

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA L
PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI
: ~Kepada: L
Yth 'BUPATI Karanganyar SRR
_ _57' Melalun BPPT

~ Nomor dan ta nggal pendaftaran*

Nomor :."

“v.Tanggal v_?_KARANGANYAR S

: '-Dengan hormat yang bertanda-tangan dl bawah ml, R
T ‘Alamat Tempat Tlnggal SR R
e Bentuk Usaha L ) Badan Usaha/ Perorangan ( Lap Golf
L . lmpresarlat Berbadan Hukum)

Nama Perusahaan
' ,Jabatan S

j Lokasi Usaha ,
.. Kantor Usaha Penyetenggara
S ' ) :(Khusus Usaha lmpresarlat}

Berdasarkan Peraturan Mentern Kebudayaan dan Parswnsata No. PM 91/ HK 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Keglatan H|buran dan RekreaS| dan Peraturan Bupatl Karanganyar '
. ,_-'f.Nomor.‘.;;;.‘;:;.;i.';'..'v.’....tentang Pendaftaran Usaha ™ Parnwnsata dengan in kaml mengajukan permohonan
- 'pendaftaran Penyelenggaraan Keglatan Usaha Hlburan dan Rekreasu jems usaha ' - Lo
L Ge!anggangOlahraga denganSUb-jems R PCEET :
© lapanganGolf . ..
‘Rumah B:!yard T e
g _Gelanggang Renang
.‘,j"Lapangan tenis - '_ e
. Gelanggang bowhng SRR
K *@-Gelanggang Sem dengan sub—Jems
Sanggar sem
Galerl Sem .
o . ‘ Gedung Pertunjukkan TR
: . :.‘ seni Arena Permainan
B "’~1."beuran Malam, dengan sub-Jenls A
Kelab Malam o Lo
Dlskotlk -
Pub.
"‘»Pantl Puat : C
R Taman Rekreas: dengan sub-jenls Co
Taman Rekreasi - : Do
Taman Bertema
Karaoke BT
e Jasa lmpresanat/ Promotor S
. "._(Ben tanda s1lang pada pillhan Jenis/ sub-jems usaha) RS S : ~ L RO
"Untuk melengkapl permohonan tersebut, bersama ini kam:sampa:kan pu!a Iamp:ran»lamplran yang telah
. 'dllegallszr sesual dengan persvaratan untuk mengajukan permohonan antara Iam ' S
,"»1.: ) Fotokopl e : - L oo
. akta pendman badan usaha berbadan hukum (Lapangan Golf/ Hlburan Malam/ Impresanat)
o ._akta pendlnan badan usaha atau fotokopl kartu tanda penduduk untuk pengusahaan
z-perseorangan,., B » A TR N e .
~ (Beri tanda silang pada p|||han) : S T
2. ’Fotokopl izin teknls sesual dengan ketentuan perundang undangan o :
| MB e
SITU AT ; o Ll . o
{Beri tanda silang pada plllhan) o o ' o '




B (Bert tanda snlang pada plllhan) , T AN
3. Dokumen Imgkungan hidup sesuan dengan ketentuan perundang—undangan
~ AMDAL, khusus untukTaman Rekreasu dan Lapangan Golf L
1 UKL-UPL S :
SPPL. o
(Ben tanda sﬂang pada pl[lhan)

: Terlamplr juga kaml sampalkan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kamt serahkan :‘ i}_v; v

vtersebut

Demtklan Surat Permohonan ini kam| buat dengan sebenarnya dan apablla d; kemudlan han temyataf.-f::.?."- .

e keterangan keterangan tersebut tldak benar maka kaml bersedla menenma sankS|/ dntuntut sesual dengan B

» vperaturan perundang—undangan yang berlaku ;- o

e *dllSl petugas

- Pemohon, =

Météljai L
| Rp.6.000,{ - :

i ‘:;Tavnda Tgingaﬁri’dan Nama]_élafé_.:}.g‘ : L 3



. :
L I

H FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA PRAMUWISATA

FORMULlR PERMOHONAN PENDAFI’ARAN USAHA .IASA PRAMUWISATA

Kepada
NomOr dan tanggal pendaftaran*: ~ . Yth BUPATI Karanganyar
L T e --“",-:MelaIUIBPPT

v Nomor :

Dengan hormat E :
“Yang bertanda-tangan dl bawah lm
'{Nama BT
AiamatTempatT'nggal

Bentuk Usaha ; :
TNama Perusahaan
":Jabatan ST
; Alamat Kanto’r :

Badan Usaha/Perora ngan’ L

[’Berdasarkan Peraturan Menterl Kebudayaan dan Panwnsata No PM 92/ HK 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara‘f;:',v, :
" Pendaftaran ‘Usaha Jasa _Pramuwisata dan Peraturan’ Bupatl ‘Karanganyar NOMOF.....weruviess .tentang .. -
Pendaftaran Usaha Panwusata dengan |m kamx mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramumsata b

fUntuk melengkapu permohonan tersebut bersama ini kam: sampa:kan pula Iamplran Iamplran yang telahf:.?fi:

dllegalrswsesual dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain: L

1. Fotokopl akta pendman badan usaha atau fotokopl KTP untuk pengusaha perseorangan ",  S

_-72 Fotokop: xzmtekms sesualperaturan perundang-undangan o s S R

HO ;

, (Bentanda snlang pada plhhan) S : - R

3. Dokumen Imgkungan hldup sesual peraturan perundang—undangan T

UKL-UPL o S e o

SPPL‘
(Berl tanda SIIang pada plhhan)

_ Terlampxr juga kaml sampalkan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kaml serahkanf ’

"',v'.ﬂA.Demlklan Surat Permohonan ml kaml buat dengan sebenarnya dan apablla dl kemudlan han ternyata’ffv.‘
- keterangan- keterangan tersebut tidak benar, maka kaml bersedla menenma sanksu/ dltuntut sesual dengan 2
’f, PEraturan perundang-undangan Vang berlaku i R ‘ B h S ‘

pemohon,

| Meterai |
J | Rp.6.000- -] - -

* diisipetugas.



© L FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PENYELENGGARAAN
PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF KONFERENSI DAN PAMERAN -

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFI'ARAN USAHA :
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PER.IALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN

- - o Kepada »
Nomor dan tanggal pendaftaran*: B ‘Yth. BUPATI Karanganyar

» : o Melalui BPPT
Nomor : . .

o = oo
Tanggal fuuvcciemreeeivssannns wos - KARANGANYAR
Dengan hormat :

Yang bertanda-tangan di bawah ini e

Nama : S

AIamatTempatTlnggal S RETE o .
Bentuk Usaha | ; N : Badan Usaha Berbadan Hukum

NamaPerusahaan o R

| . Jabatan

AlamatKantdrg o

Berdasarkan Peraturan Menten Kebudavaan dan Pariwisata No. PM 93/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara :
~ Pendaftaran Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dan Peraturan
Bupati Karanganyar NOomoOr....ceccineeees ...tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan
permohonan pendaftaran Usaha penyeienggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensn dan pameran Y

Untuk melengkapl permohonan tersebut, bersama ini kamt sampalkan pula lampnran Iampnran yang telah ‘
dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara laln'
1. Fotokopiakta pendirian badan usaha berbadan hukum

2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan: o

IMB ) N S ' S
SITU s o S i N S—

’ (Beri tanda silang pada pilihan) ' :
. 3. Dokumen lingkungan hidup sesual peraturan perundang—undangan o
1] ukeup ' 5 o
SPPL .
(Berl tanda s:lang pada plllhan)

Terlamp:r juga kamn sampaukan surat pemyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan
tersebut. .

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apablla di kemud:an ‘hari ternyata
keterangan- keterangan tersebut tidak benar, maka kaml bersedia menerima sanksi/ dituntut sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku : : .

Pemohon,

4 _ Meterai v
_Rp. 6‘000,5

~ Tanda Tangan dan Nama Jelas

* diisl petugas



| b J. FORMA’I‘ FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN

- Nomor dan"tang-gal be'na'aﬁaf;nf: 8 R

Tan'ggal'"; oot L L T A KARANGA'NYAE‘:Z;

‘ Dengan hormat
.Yang bertanda
‘Nama -

‘Bentuk Usaha =~ S Ba'daﬁ Usaha Berbadan Hukum e

’ _Alamat Kantor

WI SATA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA KONSULTAN WISATA

Ll Kepada
o Yth 'BUPATI Karanganyar o
Melalm BPPT e

-tangan dl bawah lm R

Alamat Tempatnggal 5, ;;: - R e

Nama Perusahaan
Jabatan

S eN L es  we

,Berdasarkan Peraturan Menten Kebudayaan dan Panwnsata No PM 94/ HK 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Carab‘f,ﬂjf.“- .
~ Pendaftaran Usaha Jasa konsultan Pariwisata dan Peraturan Bupatn Karanganyar Nomor....’..;;;;.“.,..' ...... tentang;{
: _?3Pendaftaran Usaha Parnwnsata dengan ini kaml mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan_,

_”Untuk melengkapl permohonan tersebut bersama ml kamn sampalkan pula famplran Iamplran yang telah%;.fﬂg . f:ff

e dllegahsw sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara tam ;xj o

RO W Fotokops akta pendirian badan usaha Indonesia Berbadan Hukum BT
L2 Fotokopu izin tekrus sesual peraturan perundang-undangan h

o _3 Dokumen Imgkungan hudup sesual peraturan perundang-undangan

Demlkian Surat Permohonan |n| kamx buat dengan sebenamya dan apablla d| kemudlan harl ternyata‘”, A
Lo keterangan keterangan tersebut tldak benar, maka kaml bersedla menerlma sanks:/ dltuntut sesual dengan' :
o ';peraturan perundang-undanganyangberlaku ‘ : : » LT

™
-"Hoi'-' C

M SITU .
(Ben tanda sﬂang pada pahhan)

UKL-UPL

SPPL R
(Ben tanda sﬂang pada plllhan) . - ' oy - P : e T
Terlamplr juga kamn sampa:kan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kaml serahkan

o tersebut

—1 Pemohon,

Meteran 3 B
e Rp sooo- _ﬁ -

o '_,’Ta”rida Tangan dan NamaJelas =

~*_ diisi petugas -




‘K F ORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI
PARIWISATA

FORMUI.IR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA

: i : , Kepada'

"~ Nomor dan tanggal pendaftaran®: - Yth. BUPATI Karanganyar.

. . - ST ' Melalui BPPT
Nomor : ‘ '

Tanggal sueunnnie.. S - KARANGANYAR
Dengan hormat, - , .
Yang bertanda-tangan di bawah ini -

- Nama ) o - :

‘ _AlamatTempatTnggal S N b
Bentuk Usaha : |  :Badan Usaha Berbadan Hukum
NamaPerusahaan ‘ o ‘ o

- Jabatan - _ B R
Alamat Kantor? I B

N Berdasarkan Peraturan Menten Kebudayaan dan Panw;sata No. PM 95/ !-IK 501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara'
' Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Peraturan Bupati Karanganyar NOMOF.c.ceircrriiarasens tentang -

' Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kamu mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa lnformasu, *

Panwusata.

. Untuk melengkapl permohonan tersebut bersama ini kami sampalkan pula lamplran-lamptran yang telah

.- dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara Iam

(1) Fotokopl akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum
(2) Fotokopiizin teknis sesual peraturan perundang-undangan

IMB . N o T e
HO - o L
SITU ) | EE—

- (Bverl tanda silang pada pilihan) : :
(3) Dokumen Imgkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan :

UKL-UPL"

SPPL -

(Ben tanda silang pada pilihan) : : x

~ Terlampir juga kam: sampalkan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kaml serahkan .
tersebut. : » L e

Demikian Surat Permohonan ini kaml buat dengan sebenarnya dan apablla ds kemud:an harz ternyata -

keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kaml bersedaa menenma sanksu/ dltuntut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ' : : : S

. Meterai
Rp. 6.000,-

- Tanda Tangan dan Nama Jélas -

*+ diisi petugas _



o Yang bertanda-tangan dl bawah mlj.fvz» :
. Alamat Tempat nggal
I ff*Nama Perusahaan

L Alamat Kantor

L. FORMAT FORMULiR‘PERM'oﬁONAN PENDAFTARAN USAHA ;WISATA :TIR'TA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFI'ARAN USAHA WISATA TIRTA '
o Lo Kepada RIS
Nomor dan tanggal pendaftaran*: =~~~ = .. Yth BUPATI Karanganyar
E e SR IR I MelaluuBPPT LT

NOMQr - tuweienien.

L d:-
. KARANGANYAR

Tanlgbgbal" -

- :Dengan hormat

BentukUsaha " :Badan Usaha/ Perorangan ( Demaga Bahari Berbadan Hukum)

. f Lokasu (Khusus dermaga bahan)

o Berdasarkan Peraturan Menterl Kebudayaan dan Panwnsata No PM 96/ HK 501/ MKP/ 2010 tentang Tata S

B :-_Cara Pendaftaran Usaha Wlsata Tirta dan_Peraturan Bupati- Karanganyar Nomor ..... ' ..’..'...;; ....... .tentang

- jenis usaha

. tersebut.

B Pendaftaran Usaha Panw:sata dengan ini kaml mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Wlsata Tarta, o

Wlsata arung Jeram jf‘j S
L Wusatadayung B e A
- {(Beri tanda s:lang pada pllihan Jenls/ sub-jenls usaha) - . : - L
" Untuk melengkap: permohonan tersebut, bersama ini kaml sampalkan pula Iamplran-lamplran yang telah
’d:legahs:r sesual dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara Iam ' v AR o
1. Fotokopi: : . : o
Akta pendman badan usaha atau fotokopl kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
2 Fotokopi |zm tekms sesual peraturan perundang-undangan S S
HO
L] smu - '
o (Beﬂ tanda S|Iang pada plhhan) N :
e B 3 Dokumen Imgkungan h:dup sesual peraturan perundang—undangan
: UKL—UPL - v SR

B B SPPL R
: (Ben tanda sulang pada plllhan) : IR : x L o L
,Terlamplr Juga kaml sampalkan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kam: serahkan: L

o emlklan Surat Permohonan ini. kaml buat dengan sebenarnya dan apablla d| kemudlan han ternyata“yv""{ ;
B -,'keterangan keterangan tersebut tldak benar, ‘maka kaml bersedla menenma sanksn/ dltuntut sesual dengan’ij
"".-}peraturan perundang—undanganyang berlaku ,1» T : v : : S e

. Meteral B R
Rp 6000-

He Tanda Tangan dan Namalelas -~~~

% diisi petugas )




M FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA SPA

o o Kepada: -
Nomor dan tanggal pendaftaran*: - " Yth. BUPATI Karanganyar
’ - - Melalui BPPT
NOMOT irviirereirsnerissssrrssssneeisssssssnnenasses o
: . " di- _
Tanggal : . . KARANGANYAR
Dengan hormat, yang bertanda-tahgan di bawah ini,
Nama c
‘Alamat Tem’pat Tinggal : ,
Bentuk Usaha ~ :Badan Usaha/ Perorangan
Nama Perusahaan ' :
' Jabatan o

Lokasi Usaha ' : ‘
Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 97/ HK. 501/ MKP/ 2010 tentang ‘
Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA dan Peraturan Bupati Karanganyar NOMOT......ccceommerrense tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha SPA. ,
Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang
telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:
1. Fotokopi akta pendirian badan ‘usaha atau fotokopl kartu tanda penduduk untuk pengusaha -
- perseorangan; dan ;
2. Fotokopiizin teknis sesuai peraturan perundang undangan ,
o IMB o e , o
SITU
(Beri tanda sulang pada plllhan) :
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan
UKL-UPL
SPPL

(Beri tanda silang pada p:hhan) .
Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kam1 ,
serahkan tersebut '

‘ Demlklan Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apablla di kemudian hari ternyata
keterangan- -keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dltuntut sesua:
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. :

Pemohon,

" Meterai
Rp. 6.000,-

: Tanda Tangan dan Nama lJelas
* diisi petugas . | v
o d BUPATI. KARANGANYAR / >

ANGAN

2 JULIYATMONO
Telah Dikoordinasikan Dengan
o Pejabat

" {Assisten Perekonomian,
Pembangunan dan Kesra
Kepala Dinas Kebudayaan dan
- |Pariwisata

v

araf

Kepala BPPT




® N o~

[l

LAMPIRAN ) ‘
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR .8...VAHUN 201y
"~ TENTANG PENDAFTARAN USAHA

 PARIWISATA -

FORMAT TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

- KOP SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGELUARKAN
: TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

- TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
Nomor : 503/ /111.34/TDUP/I/2014

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

NamaiPengUrus /
Penanggungjawab
a.’nofr:xor KTP

'b. nomor Akta Pendirian

 dan/atau perubahannya
Bidané Usaha =
Jenis Usaha
Nama Usaha
Nomof 1zin Usaha
Nomof Dokumen Pengelolaan
Lingkungan |
Masa t}erlaku s/d Tanggal v

Telp,

tanggal:

tanggal:

Dltetapkan di Karanganyar v
Pada tanggal

an. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA..../ CAMAT......

(diisi dengan jabatan Pejabat yang berwenang)

Pangkat
- NIP.

' d\BUpATI KARANGANYAR /

n JULIYATMONO
Telah Dikoordinasikan Dengan
Pejabat Paraf
Assisten Perekonomian,
Pembangunan dan Kesra

- |Kepala Dinas Kebudayaan dan .
Pariwisata

Kepala BPPT




